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I{EPUTUSAN TTPAL/I BADAIT PENTLITIAT{ DAN PTISGTUBAITGAfr DAERAII
PROIiTIITSI JAtrIBI

NOMOR z 3, IXW/BALITBAI{GDA-L.2 lvrll ?olg
TENTANG

PERI'BAIIAN IIEDUA ATAS IGPUTI'SAI{ IIEPALII BALITBAI{GDA PROVINSI
JAUBI ltOlIOR : 23 I KEP IBALITBAI$GDA-L.2 l$rl 2019, TEIVTAIIG

PEITIINJUKAIT TAI' PE'SBA? PELAITSAITA TEKTYIS BEGIATAI{
PADA BALITBAITGDA PROVIfiSI JAUBI

.'* 
AITGGARAI{ 2OI9

NTPALA BADAII PEIIELtrIArs DAI{ PEr{GEUBAITGATS DArRArr pR(XTMSI JAUBT,

Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi keuangan pada Badan Penelitian
dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi, perlu dilakukan
Penunjukan Staf Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.

b. bahwa penurjukan tersebut ssfagaimana dimaksud.pada huruf a
perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Balitbangda Provinsi
Jambi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1.957 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat,
Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957
Nomor 75) sebagairnana telah diubah dengan Undang-Undang"
Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat
Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 16aQ;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme
(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38511;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan tembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42861;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2O04 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2O11 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O11 Nomor 82, Tambahan l.embaran Negara
Republik Indonesia Nomor S23a);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2O14 tentang Aparatur Sipil
Negara (kmbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor
6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 549a1;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang Pemerintahan
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoenesia



8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO6 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a6Hl;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 83, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia
Nomor a7381;

ll.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2O1O tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20O6 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang
?ata Cara Penatausahaan dan Pen5rusunan Laporan
Pertanggungiawaban Bendahara dan Penyampaiannya;

14. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi
(Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8);

15. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2OO9 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 2) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2013
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor
2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 15);

16. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2011 tentang Sistem
dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jambi
(Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2oll Nomor 571
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Gubernur Jambi Nomor 34 Tahun 2013 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57
Tahun 20 11 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan
Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2O13
Nomor 34);

17. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 60 Tahun 2OL6 tentang
susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Balitbangda
Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor
601

18. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 718/KEP.GUB/BPBMD-
l.2l2ol8, tanggal 14 Agustus 2O1B tentang standar biaya umum
Pemerintah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019.

1 9. Keputusan Gubernur Jambi No. 1 / KEP. cUB/ BAKEUDA-6. 3 / 20 1 9
tanggal 02 Januari 2019 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran,
Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan,
Bendahara Pengeluaran / Penerimaan Pembantu dan Bendahara
BLUD pada Sekretariat DPRD ,Dinas, Inspektorat, Badan Lembaga
Telads, RSUS, Raden Mataherndan RSJ Daerah Provinsi Jambi
Tahun Anggaran 2019.

20. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
(DPA-SKPD) Balitbangda Provinsi Jambi Tahun 2079.



Memperhatikan : Surat Gubernur Jambi Nomor : S-00129/2L5OO / l\Zl OS / 2019,
Tanggal 9 Mei 2019, tentang Pemberian Pangkat Pengabdian
Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang
mencapai batas usia Pensiun An : RADEN ELVIS NIP.
i96 10528 198s03 1006.

Menetapkan :

KESATU :

KEDUA

KETIGA

KEMPAT

KEENAM

MEMUTUSKAI{:

Menunjuk Saudara Drs. MARPION.S.Sos Nip. 196404221990031004
sebagai Staf Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan menggantikan Sdr.
RADEN ELVIS NIP.1961052819850310O6 yang telah memasuki usia
pensiun pada 1 Juni 2O19.

Staf Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, mempunyai tugas ;

a. Membantu PPTK dalam melaksanakan pengendalian.
b. Membantu PPTK dalam menyimpan/menyiapkan dokumen-

dokumen untuk pengajuan pembayaran dan menyelenggarakan
kartu kendali rincian obyek belanja per kegiatan.

c. Membantu PPTK dalam membuat laporan pelaksanaan kegiatan.

Staf Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang ditunjuk sebagaimana
tersebut dalam diktum KESATU keputusan ini dalam pengelolaan
keuangannya berkewajiban untuk. melaksanakan segala ketentuan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepada Staf PPTK diberikan honorarium setiap bulan.

Keputusan ini berlaku mulai Tanggal 3 Juni sampai dengan 31
Desember 2019 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan dan diatur
kembali ssbagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 1 Juli 2019

**ry"o"

Ir. MRIN.M.Si
Pembina Utama Muda
N rP. 19660 224L99203 1 0 0 2

Tembusan:
1. Gubernur Jambi di Jambi (sebagai laporan)
2. Inspektur Provinsi Jambi di Jambi
3. Kepala BAKEUDA Provinsi Jambi di Jambi
4. Kepala Biro Adm. Pembangunan & Kedasama Setda Prov. Jambi
5. Yang bersangkutan, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya
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UUT{PIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI IAMBI
NoMoR : l) lt<EP/BALITBANGDA-1.2[w/2019
TANGGAL: 1Juli2019

NO NAMA/NIP LAMA BARU JUMLAH
HONORARIUM

1 RADEN ELVIS
NrP. 1 961 05281 985031 006

Staf PPTK pada Bidang
Pemerintahan dan
Pengkajian Peraturan

Rp. 191.000,-

2 Drs. MARPION, S. Sos.
NlP. 196404221990031004

Fungsional Perpustakaan Staf PPTK pada
Bidang Pemerintahan
dan Pengkajian
Peraturan

Rp. 191.000,-

*'^TDAN'

fr. A4R|N. M.Si
Pembina tjt'dma Muda
NlP. 1 9660224 1992A3 I 002


